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TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU)
merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal
4 Peraturan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara
Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf
a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera
Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;


mailto:bkd@sumbarprov.go.id

Memperhatikan

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi  Birokrasi Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman  Umum
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2010;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-
2026;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun
2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun
2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Menetapkan

Pertama

Kedua

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sumatera Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Barat Tahun
2021-2026;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat ini, merupakan acuan ukuran kinerja
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun
rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian
kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-
2026

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Padang
Pada tanggal : 8 Juli 2021

K}ggg!a Badan Kepegawaian Daerah
~.\Al/Provinsi Sumatera Barat

A_HMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199303 1 003



LAMPIRAN
NOMOR : 800/4279/BKD-2022
TANGGAL :8 Juli 2021

1. Nama OPD

2. Tugas Pokok

: SURAT KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2021-2026

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah.

a. Perumusan kebijakan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;

3. Fungsi
b. Perumusan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
c. Pelaksanaan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan,
kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR KINERJA BASELINE PENANGGUNG
NO STRATEGIS UTAMA (2021) PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN JAWAB
1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan Nilai Penerapan Sistem Merit 270 Skor Pengukuran Sistem Merit Pemerintah | Semua Bidang

Manajemen SDM Aparatur
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Provinsi Sumatera Barat dengan pembobotan:

Perencanaan Kebutuhan 20%

Pengadaan 10%

Pengembangan Karir 25%

Mutasi, Rotasi dan Promosi 10%
Manajemen Kinerja 15%

Penggajian, Penghargaan dan Disiplin 10%
Perlindungan dan Pelayanan 10%

Sistem Informasi 5%

Re@qla Badan Kepegawaian Daerah
\%,\Provinsi Sumatera Barat

~AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199303 1 003




